
DEPARETEMEN KESEHATAN R.I. 

DIREICTORAT JENDERAL PELAYANMJ KESEHATAN 

JAKARTA 

Jalan Prapa+,an Ne. 10 Telp: 347167-349801 pes.75 

No. 

I.ampiran 

~rihal 

. 
854/Yan. Kes ./RB./ 1980. Jakarta, 29 Me i 198i.-.. 
Mohan Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan No.113/Men.Kes./Per./ 

IV/79 tanggal 11 April 1979, 

tentang Penyelenggaraan Optical 

ditunda pelaksanai:1nnya.-

K e p a d a : Yth. 

Gabungan Pengusa.ha Optik Indonesia 

( GAPOPIN ) 

JAKARTA 

Dengan hornat, 

Membaca ·sura.t Saudarl'l tanpp-al 21 Mei .1980 No.045/SK/GAP/80 1)t;fi:lful 

tersebut pada pokok surat bersa~ ini de1pat kami beri tanggapan sebagai 

berikut : 

.. Adalah kewajiban Pemerintah ( Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia ) untuk melindungi kepentingan Saudara-Saudara 

pengusaha Optik Indonesia, terutarna bagi mereka yang dapat 

dikelompokkan selxlgai goiongan ekonomi lemah. 

2. Bantuan-bantuan Pemerintah sudah tercakup d.qlam benna.e~m-

m9cArn peraturAn yAng benar-benar rnenjiwAi kedudukan pengusaha 

yang disebut golongAn ~kononmi lemah, a.l. denp?ln memberi K.I.K. d~ 

K.M.K.P. dengan masa tenggang waktu pelunasan yang cukup lama 

dAn bunf!A VAng rendah. 

3. Pemerintah pun berkeW8jibi:1n melindunl!i konsumer yang sebagian 

terbesar adFllAh orAng--c7rC1nf! yang berpenf!hasilan d<'ln berpendi

/ dikrln rendi:1h. , 
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4. Departemen Kesehatan mempunyai data-data yr.:inr- cukup banyak 

tent~ng kesalahan-kesalahan pernbuatan kaca mata yang tetap · 

dipaksakan kepaQa konsumer uhtuk diteril!lR atau dipak~i den~an 

b1 aya ~nl! cukup memberRtkan. 

5. T~mpa mengecilknn usaha kewiraswastMn para pengusriha optisien, 

begitu pula vitalitas dan pentingnya perusahaan optlsien, 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia berperrl.npat : 

Tidak dapclt menyetujui penundaan pelaksanaan Surat Keputusan 

Menteri Kesehat<ln No.113/Men.Kes ./Per./IV/79 tangga1 11 April 1979. 

6~ Ke8d~c<m Optisien di dr.erah-daer~h dapAt disele~ikan' :oleh 

Kepala Kant~r Wilayah Depart.emen Kesehatan ~ecara. kebi .1aksam:1an 

kAsu~ demi kasus bila pClda saatnya tidak dapat dipenuhinya per

syaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri termaksud. 

Para Kepala Kantor Wilayah DepClrtemen Kesehatan setempat akan 

meneliti iktikA.d baik dari p~ra pengusaha untuk memenuhi segala 

ketentuan didalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut. 

7. Menge~i penataran Refrak~ionis / optisien juga tidak dapat di

~tujui, karena jela~ tenaf!a-temiga tersebut akan menyalAhi 

Surat Keputusah Menteri Keseha.tan No , 113/Men• Kes,/Per/IV/79 

ta . P-~1 11 April 1979 yang menetapkan kwalifikasi tenaga 

optisien / refraksioni~, ialah yang diakui oleh Depa.rtemen 

Kesehatan c q. Pusat Pendidikan dan Latihan. 
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Demikianlah t.;inpJ-7Apnn kami At.As surat Saudar;i t e rsebut semogci m~ndapat 

kejelasC'ln d~n atcis keinp.inan SaudAra berte:mu mu~ dengan kami, knmi sArnbut 

d~nNn segala semmp hl'lti. Untuk itu dipersilahkan Sau'1~~ mf"mbuat oAr,1an-

11Pin khusus setiap sAat selam1 kami berAda ditempat.-

I.G.M. Brata Ranuh ~iPH. ).-

NIP. 130433044.-

Tembusan : Yth. 

1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jake\ rta. 

2. Bapak Menteri Perdap;inpan dcin Kopera 8 1 Republik Indones_ia. di Jakarta. 

3. Saudara Direktur Jenderal Penga~JAsAn Obat d<m Nnkanan Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia di Jaka rta. 

4. Saudara Kepa1~ Pusdiklat Departem.en Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. 

5. Saudara KepRla Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di s'eluruh Indonesia. 

~audarp, KepalA Hubungan ~1asvArak;it Deportemen Kesehatan Republik Indonesia 

di J aka 'rtCI • 

7' Saudara Ketua Caban!" GAPOPIN di seluruh Indonesia, 

B~ A r s i P•""' 


